
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

NOMOR  2 TAHUN 2022 

 

TENTANG   

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang     : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                       
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4400); 

 

SALINAN 



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                       
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                   
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022                    
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                            
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6532); 

16. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 20l4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4061);Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 
Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 6622); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 



22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019                      

Nomor 1447); 

24. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                                        
Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6                  
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6                   
Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11                
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 11); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

dan 

BUPATI PANDEGLANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Per 31 Desember 2021 memuat laporan keuangan yang meliputi: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 



(2) Selain Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan 
keuangan juga memuat: 

a. Laporan Kinerja; 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan 

c. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 

 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a sebagai berikut: 

a. Pendapatan          Rp2.544.847.521.620,42 

b. Belanja dan transfer         Rp2.541.235.597.516,00 

Surplus/(defisit)          Rp3.611.924.104,42 

c. Pembiayaan  

-  Penerimaan          Rp65.059.532.194,32 

-  Pengeluaran         Rp1.000.000.000,00 

 Pembiayaan Netto         Rp64.059.532.194,32 

 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah                                                
Rp71.993.816.277,58 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan setelah  

Perubahan                   Rp2.616.841.337.898,00  

2. Realisasi          Rp2.544.847.521.620,42 

Selisih lebih/(kurang)        Rp71.993.816.277,58 

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah 
Rp139.647.772.576,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja dan transfer setelah  

Perubahan          Rp2.680.883.370.092,00 

2. Realisasi          Rp2.541.235.597.516,00 

Selisih lebih/kurang        Rp139.647.772.576,00 

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah 
Rp(60.430.108.089,58) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Surplus/defisit setelah  

Perubahan          Rp(64.042.032.194,00) 

2. Realisasi                       Rp3.611.924.104,42 

Selisih lebih/kurang         Rp(60.430.108.089,58) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah   
Rp(17.500.000,32) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan    



Setelah Perubahan        Rp65.042.032.194,00 

2. Realisasi          Rp65.059.532.194,32 

Selisih lebih/kurang        Rp(17.500.000,32) 

 

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan        Rp1.000.000.000,00 

2. Realisasi          Rp1.000.000.000,00      
Selisih lebih/kurang        Rp0,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah                                       
Rp(17.500.000,32) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pembiayaan neto  

setelah perubahan              Rp64.042.032.194,00 

2. Realisasi          Rp64.059.532.194,32 
Selisih lebih/kurang        Rp(17.500.000,32) 

 
Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal       Rp65.042.032.194,32     

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan  

 Pembiayaan Tahun berjalan       Rp65.059.532.194,32 

c. Subtotal (a-b)         Rp(17.500.000,00) 

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan  

Anggaran (SiLPA/SiKPA)       Rp67.671.456.298,74 

e. Subtotal (c + d)         Rp67.653.956.298,74 

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan  

Tahun sebelumnya        Rp17.500.000,00 

g. Lain-lain          Rp0,00 

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir       Rp67.671.456.298,74 

 
Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut: 

a. Jumlah aset         Rp3.307.602.642.821,28 

b. Jumlah kewajiban        Rp55.843.576.089,96 

c. Jumlah ekuitas dana        Rp3.251.759.066.731,32 

 
Pasal  6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d 
sebagai berikut: 

a. Jumlah Pendapatan           Rp2.673.035.062.539,70 

b. Jumlah Beban            Rp2.520.659.185.977,76 

c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi     Rp152.375.876.561,94 



 

d. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan  

Non Operasional           Rp(464.051.970,00) 

e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa    Rp151.911.824.591,94 

f. Pos Luar Biasa            Rp(0,00) 

g. Surplus/Defisit LO        Rp151.911.824.591,94 

 

Pasal  7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai 
berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2021    Rp65.043.002.317,32 

b. Arus kas dari aktivitas operasi      Rp337.019.846.899,42 

c. Arus kas dari aktivasi investasi      Rp(334.407.922.795,00)                         

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan     Rp0,00 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris       Rp361.761.081,97 

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember                                                                                  
Tahun 2021         Rp68.016.687.503,70 

 

Pasal  8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
f sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal         Rp3.097.877.525.686,67 

b. Surplus/Defisit LO        Rp151.911.824.591,94 

c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ 
Kesalahan Mendasar        Rp1.969.716.452,71 

d. Ekuitas Akhir                 Rp3.251.759.066.731,32 

 
Pasal  9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 
laporan keuangan. 

 

Pasal  10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 

 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah dan organisasi 

 Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayan 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan 



 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara 

2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

3. Lampiran III : Laporan Operasional (LO) 

4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

5. Lampiran V : Neraca 

6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas 

7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 

8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 

9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan 

Dana Bergulir 

11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 

12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah 

13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 

14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 

16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah 

17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek 

18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang 

19. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan 

Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali 
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya 

20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah 

 

Pasal  11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri 
dari: 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah tercantum dalam 
Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

c. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tercantum dalam Lampiran XXIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal  12 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. 



 

 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal 19 Agustus 2022 

BUPATI PANDEGLANG, 

 

                            Cap / Ttd 

 

 

IRNA NARULITA 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal  19 Agustus 2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

                        Cap/ Ttd 

 

 

TAUFIK HIDAYAT 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 2  

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: 
(2,28/2022) 

 

    Salinan sesuai dengan aslinya 

       KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 

 
 
 

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM 
  Nip. 19680702 199503 1 002 


